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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim
Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor: 02/MKMK/L/11/2023 (Studi
Kasus Pemberhentian Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman)” yang ditulis oleh Ramitha Mawangi NIM. 2113030152,
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang, tahun 2025. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi
putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor
02/MKMK/L/11/2023 yang menjadi sorotan karena amarnya mengenai
sanksi pelanggaran berat oleh hakim konstitusi berseberangan dengan aturan
yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan internal
Mahkamah Konstitusi. Tujuan dilakukan penelitian ini, pertama untuk
mengetahui penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti
melakukan pelanggaran berat dalam perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, untuk menganalisis perluasaan sanksi etik yang dilakukan MKMK
dalam putusan Nomor: 02/MKMK/L/11/2023. Dengan menggunakan metode
penelitian normatif, penelitian ini mengkaji putusan MKMK dalam perspektif
teori hukum responsif dan penafsiran hukum terhadap undang-undang. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya menegaskan
batasan perilaku hakim konstitusi tetapi juga memperluas cakupan sanksi etik
dengan mempertimbangkan aspek moralitas, kepantasan, dan dampaknya
terhadap kepercayaan publik. Perluasan makna sanksi etik dalam putusan ini
diharapkan menjadi preseden baru dalam memperkuat standar etik bagi
hakim konstitusi di Indonesia guna menjaga marwah konstitusi dan
supremeasi hukum.

Kata Kunci: Sanksi Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Hakim
Konstitusi
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